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BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah,

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
maka Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2023,

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092),

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
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10.

11.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663):
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664):
Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817):
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Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323),
Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4),
Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 11),

Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan COanun Kabupaten
Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021
Nomor 2),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutna disebut
Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang dipimpin oleh seorang Bupati.
Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan
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10.

11.

12.

13.

14.

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Selatan.

Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati
adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih
melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan
berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia,
Jujur dan adil.
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah selanjutnya
disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, yang
merupakan unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP
Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun sampai
dengan 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2008-2028 yang selanjutnya
disingkat RPJP Kabupaten adalah Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun
2008-2028.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 5 (lima) Tahun
sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang
selanjutnya di sebut RKPK adalah dokumen
perencanaan daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk
periode 1 (satu) Tahun.
Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah kabupaten untuk mencapai tujuan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
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15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan kabupaten Aceh Selatan yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

17. Kebijakan umum APBK Aceh Selatan yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

18. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD
sebelum disepakati dengan DPRK.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPK disusun dengan maksud menghasilkan rancangan
yang sistematis terarah, terpadu menyeluruh lengkap dan
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta
pembangunan.

Pasal 3

RKPK disusun dengan tujuan sebagai dasar dalam
penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023.

BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 4

RKPK Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima
RPJM Kabupaten.

Pasal 5

(1) RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 memuat tentang evaluasi hasil pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas pembangunan, rencana kerja dan
pendanaan.
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(2) Muatan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari 8 (delapan) BAB berikut matriks dan
tabelnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan,
30 Juni 2022pada tanggal
Dzulbitiah 1443 H

BUPATLA€EH-SELATAN

Diundangkan di Tapaktuan,
pada tanggal 30 Juni 2022 M

1 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

SYAZALISMA

KABUPATEN H SELATAN TAHUN 2022 NOMOR I5BERITA DAE
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